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ABSTRACT 

 

This research is an effort to determine the form of legal protection for the 

constitutional rights of Indonesian migrant workers in Brebes Regency. Then 

explains the Brebes Regency Government's efforts to provide legal protection for 

the constitutional rights of migrant workers. This research is included in the type 

of qualitative research through the field with an empirical juridical approach, 

producing analytical descriptive data. The data used is primary data and secondary 

data. By taking the research subject of the Department of Industry and Manpower 

which implements legal protection for migrant workers from Brebes Regency as 

well as Indonesian migrant workers from Brebes Regency. The data collection 

technique used was through interviews and documentation. Data analysis uses 

data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions from 

existing data. The research results show that First; There are four factors that 

cause why migrant workers have not maximally received constitutional rights to 

legal protection in Brebes Regency, namely: There are no special regional 

regulations in Brebes Regency, there is no complete database of workers in 

Brebes Regency, lack of budget, there is no Unit Team. Duties (Task Force) in 

Brebes Regency. Second: There are various efforts made by the Brebes Regency 

Government to provide constitutional rights in the form of legal protection to 

migrant workers, such as: The Brebes Regency Government is trying as quickly 

as possible to create or ratify the latest Regional Regulations. Proposing a budget 

to support legal protection. Immediately create a task force team to provide legal 

protection for Indonesian migrant workers in Brebes Regency, trying to improve 

services to increase legal protection in Brebes Regency. 

Keywords: Legal Protection, Constitutional Rights and Migrant Workers 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bentuk perlindungan 

hukum atas hak konstitusional pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes. 

Kemudian menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional para pekerja 

migran. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui lapangan 

dengan pendekatan yuridis empiris, menghasilkan data deskrptif analitis. Data 

yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan mengambil 

subjek penelitian Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang melaksanakan 

perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang berasal dari Kabupaten 

Brebes serta para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan 

dokumenasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Pertama; terdapat empat faktor yang menjadikan mengapa pekerja migran 

belum secara maksimal mendapatkan hak konstitusional atas perlindungan hukum 

di Kabupaten Brebes, yaitu: Belum adanya Peraturan Daerah khusus di 

Kabupaten Brebes, belum mempunyi databased tenaga kerja di Kapubaten Brebes 

yang lengkap, kurangnya anggaran, belum memiliki Tim Satuan Tugas (Satgas) di 

Kabupaten Brebes. Kedua: Terdapat berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Brebes untuk memberikan hak konstitusional berupa perlindungan 

hukum terhadp para pekerja migran seperti: Pemerintah Kabupaten Brebes 

berusaha secepatnya dalam membuat atau mengesahkan Peraturan Daerah yang 

terbaru. Mengajukan anggaran untuk mendukung perlindungan hukum. 

Secepatnya membuat tim satuan tugas dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap para pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes, berusaha 

memperbaiki layanan untuk meningkatkan perlindungan hukum di Kabupaten 

Brebes. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional dan Pekerja Migran  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang biasa disebut 

sebagai Tenaga Kerja Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sudah 

biasa terjadi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena 

kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di suatu daerah. Di provinsi 

Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes minat masyarakat untuk 

berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih sangat 

tinggi. Di Kabupaten Brebes sendiri menurut data yang diperoleh dari  

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes jumlah angkatan Pekerja Migran 

Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia dari tahun 2020-2022 yaitu pada 

tahun 2020 sebanyak 2.301 jiwa, tahun 2021 sebanyak 572 jiwa dan pada 

tahun 2022 sebanyak 2.296 jiwa.
1
 Hal ini menandakan bahwa Kabupaten 

Brebes dikenal sebagai kantong tenaga imigran. Dengan masih banyaknya 

masyarakat kabupaten Brebes yang berminat menjadi Pekerja Migran 

Indonesia di luar negeri pemerintah pun berusaha menyediakan lapangan 

kerja terhadap masyarakatnya yang bertujuan untuk kehidupan yang lebih 

layak.
2
 

Pekerja migran Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya 

perlindungan hukum. Perlindungan terhadap pekerja migran sangat perlu 

                                                           
1Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes,laporan dari Aplikasi pendukung data (2022). 
2https://www.kompas86.com/hukum/komisi-perlindungan-tki-di-brebes-mandul/ diunduh 

tanggal 8 November 2022. 

https://www.kompas86.com/hukum/komisi-perlindungan-tki-di-brebes-mandul/
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dilakukan dikarenakan pekerja merupakan orang Indonesia yang perlu 

dilindungi oleh hukum yang berlaku.
3
 Perlindungan warga negara 

berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara. Bahwa 

“Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan penuh hormat 

serta berhak mendapatkan perlindungan hukum.” sebagaimana tercantum 

dalam ayat (1) pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”.
4
 Begitu pula dengan hak-hak dasar sebagai warga 

negara di mana pun ia bekerja, baik yang berstatus warga negara berbeda 

maupun berstatus warga negara yang sama. Sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 28D Ayat 3 UUD Tahun 1945: “Setiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja” sehingga dapat hidup sesuai dengan 

kemanusiaannya.
5
 

Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan faktor penting 

bagi pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “setiap warga 

negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi umat manusia”.
6
 Oleh karena itu, pekerja membutuhkan 

perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah 

                                                           
3Muhammad Sadi Is, Sobani,”Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 

2020) , hlm 96. 
4 Lihat pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
5Lihat pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
6Lihat  pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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hak dasar yang dibawa sejak lahir dan dilindungi oleh Konstitusi.
7
 

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja adalah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang 

mengatur terkait perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah 

yang layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak 

untuk beristirahat dan berlibur, hak untuk mengundurkan diri, hak untuk 

mogok dan sebagainya.
8
  

Adapun perlindungan terhadap perkerja migran Indonesia tertuang 

pada pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa 

setiap pekerja migran Indonesia memiliki hak dan kewajiban yaitu: 

Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai 

dengan kemampuannya, Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri 

melalui pendidikan dan pelatihan kerja, Memperoleh informasi yang benar 

mengenai pasar keja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar, 

Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan 

tanpa diskriminasi pada saat sebelum kerja, selama kerja, dan setelah 

kerja, Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang 

dianut, Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di 

negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau 

perjanjian kerja, Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas 

tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara 

                                                           
7H. Zaeni Asyhdie, “Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia”, 

(Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019) hlm 42. 
8Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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tujuan penempatan, Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban 

sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja, Memperoleh akses 

berkomunikasi, Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, Berserikat 

dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan, 

Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal, Memperoleh 

dokumen dan Perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau 

Pekerja Migran Indonesia.
9
 

Jika dilihat dari fakta yuridis bahwasanya perlindungan hukum 

wajib diberikan oleh seuruh warga negara yang berkaitan dengan hak 

konstitutisional warga negara. Dimana setiap warga negara berhak 

mendapatkan perlindungan hukum terutama pekerja migran Indonesia. 

Namun fakta empiris yang terdapat pada realita di lapangan penulis 

menemukan bahwa perlindungan hukum atas hak kostitusional belum 

maksimal diberikan terhadap para pekerja migran yang berasal di 

Kabupaten Brebes. Dimana tidak adanya Peraturan Daerah yang terbaru 

dalam memberikan perlindungan terhadap calon pekerja migran maupun 

pekerja migran di Kabupaten Brebes dan beberapa pekerja migran saat 

berada di penempatan bekerja, mereka mengalami permasalahan seperti 

tidak digaji sesuai dengan kontrak kerja, kerja melebihi waktu yang telah 

disepakati antara kedua belah pihak tanpa adanya uang lemburan, bahkan 

                                                           
9Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. 
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sampai tidak digaji sampai 5 bulan hal ini menandakan bahwa pengawasan 

dalam perlindungan pekerja migran yang berasal dari Kapubaten Brebes 

belum maksimal.  

Berkalitaln dengaln undalng-undalng tersebut, jelals balhwal pekerjal 

migraln memiliki perlindungan hukum atas hak konstitusional sebalga li 

walrgal negalral yalng bekerjal di lualr negeri. Nalmun pekerjal migraln di 

Kalbupalten Brebes belum mendalpaltkaln perlindungan hukum sebalgalimalna l 

ya lng tertualng dallalm Undalng-undalng Dalsalr Negalral Republik Indonesia l 

1945 daln palsall 6  Undalng-undalng Nomor 18  Talhun 2017 tentalng 

perlindungaln pekerjal migraln Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Brebes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan 

Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia. Namun kenyaltalaln yalng terjaldi di 

lalpalngaln jalminaln halk konstitusionall atas perlindungaln hukum terhaldalp 

callon pekerjal migraln altalu pekerjal migraln belum terpenuhi secalra l 

malksimall dengan adanya peraturan daerah yang tidak diperbarui. Dalri 

falktal dialtals membualt penulis tertalrik ingin mengetalhui balgalimalnal lalngka lh 

pemerintalh Kalbupalten Brebes untuk memberikaln jalminaln ha lk 

konstitusionall atas perlindungaln hukum ya lng sehalrusnyal diberikaln oleh 

pekerjal migraln. Sehinggal penulis mengkalji secalral mendallalm serta l 

halsilnyal ditualngkaln dallalm skripsi yalng berjudul “Perlindungan Hukum 

Atas Hak Konstitusioal Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten 

Brebes”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa pekerja migran belum secara maksimal mendapatkan 

perlindungan hukum atas hak konstitusional di Kabupaten Brebes? 

2. Balgalimalnal upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan 

perlindungan hukum atas hak konstitusional para pekerja migran? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikaln bentuk perlindungan hukum atas hak 

konstitusional di Kabupaten Brebes. 

2. Untuk mengetalhui upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam 

memberikan perindungan hukum atas hak konstitusional pekerja 

migran di Kabupaten Brebes. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Malnfalalt Teoritis 

a. Bagi para akademisi halsil dalri penelitialn ini dihalralpkaln malmpu 

memberi sebualh kontribusi balru balgi ilmu pengetalhualn dalla lm 

bidalng Hukum Taltal Negalral terkalt kaljialn jalminaln halk 

konstitusionall pekerjal migraln di Indonesial.  

b. Bagi para peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan data secara lengkap dan luas terhadap peneliti 

selanjutnya terkait jaminan hak konstitusional atas perlindungan 

pekerja migran Indonesia 
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2. Malnfalalt Pralktis 

a. Bagi Praktisi Hukum 

Sebagai masukan pada pemerintah untuk membentuk 

peraturan daerah terkait perlindungan hukum pekerja migran 

Indonesia yang ada di Kabupaten Bebes. 

b.  Bagi masyarakat  

Bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui jaminna hak 

konstituisonal atas perlindungan pekerja migran dalam 

mewujudkan pelaksanaan Undang-undang. 

E. Kerangka Teori 

1. Perlindungan Hukum  

Perlindungaln hukum merupalkaln perlindungaln alkaln halrkalt da ln 

malrtalbalt, sertal pengalkualn terhaldalp halk-halk alsalsi malnusial ya lng 

dimiliki oleh subyek hukum berdalsalrkaln ketentualn hukum alta lu 

peralturaln yalng dalpalt melindungi sua ltu hall. Di Indonesial sediri 

perlindungaln hukum mengalnut paldal palncalsilal sebalgali lalndalsalnnya l. 

Dengaln demikialn, secalral sederhalnal konsep perlindungaln hukum 

terhaldalp pekerjal migraln Indonesial tetalp bertumpu paldal perlindungaln 

halrkalt daln malrtalbalt pekerjal migraln Indonesial.
10

  

2. Halk Konstitusionall 

Konstitusi aldallalh keseluruhaln ketentualn-ketentualn dalsalr alta lu 

hukum dalsalr sualtu negalral. Konstitusi merupalkaln keseluruhaln 

                                                           
10 Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, Jurnal Jurisprudenti, 

Vol 3 No. 2 (2016) hlm 7. 
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peralturaln ya lng meliputi hukum tertulis daln hukum tidalk tertulis yalng 

mengaltur sualtu pemerintalhaln yalng diselenggalralkaln disualtu negalral.
11

 

Halk konstitusionall aldallalh halk walrgal negalral yalng dijalmin oleh 

Undalng-undalng Dalsalr Republik Indonesial 1945. Halk walrgal negalra l 

tersebut bersumber dalri perlindungaln halk konstitusionall oleh peralturaln 

perundalng-undalngaln.
12

 Oleh kalrenal itu, setialp walrgal negalra l 

mempunyali kedudukaln yalng salmal di haldalpaln hukum daln semua l 

walrgal negalral berhalk altals halk daln kewaljibaln yalng salmal. Hubungaln 

alntalral halk walrgal negalral daln halk alsalsi malnusial dallalm 

penyelenggalralaln negalral Indonesial aldallalh balhwal halk-halk tersebut 

halrus diwujudkaln dallalm legitimalsi hukum daln tidalk halnyal mengaltur 

penyelenggalralaln kekualsalaln dallalm lembalgal-lembalgal negalral, tetalpi 

jugal hubungaln alntalral negalral daln walrgal negalral. dallalm kekualsalaln 

negalral yalng berhubungaln dengaln halk konstitusionall walrgal negalral.
13

 

Halk-halk ya lng terdalpalt di dallallalm Undalng-undalng Dalsalr 1945 

sebalgalimalnal dirumuskaln dallalm nalskalh Perubalhaln Kedual Undalng-

undalng Dalsalr 1945 terkalit ketentualn halk alsalsi malnusial yalng tela lh 

mendalpaltkaln jalminalnal halk konstitusionall. Dallalm palsall 9 Undalng-

undalng Nomor 39 Talhun 1999 yalitu: Halk untuk hidup, Halk untuk 

berkelualrgal, Halk untuk mengembalngkaln diri, Halk untuk memperoleh 

                                                           
11Marwan Mas, “Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara” (Depok: PT Raja grafindo 

Persada, 2018) hlm 11. 
12Daniel Nicolas Gimon,”Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk 

Perlindungan Hak Konstitusi”, Jurnal Lex Administratum,Vol.VI/No.4 (2018) hlm 3-4. 
13

Aprina Chintya,”Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 

Luar Negeri”, Institut Agama Islam Negeri Metro (2017). hlm 108-109 
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kealdilaln, Halk altals kebebalsaln pribaldi, Halk altals ralsal almaln, Halk altals 

kesejalhteralaln, Halk turut sertal dallalm pemerintalhaln, Halk walnital da ln 

Halk alnalk.
14

 Dengaln aldalnya l halk alsalsi malnusial yalng sudalh dirumuska ln 

dallalm Undalng-undalng Dalsalr 1945, malkal semalkin kualt jalminaln halk 

alsalsi malnusial di Indonesial ya lng menjaldikaln kekualsalaln tetinggi paldal 

hukum daln konstitusi terhaldalp walrgal negalralnyal yalng memiliki ha lk 

konstitusionall dimalnal halk tersebut dijalminkaln oleh konstitusi da ln 

Undalng-undalg Dalsalr. 

3. Pekerja Migran 

Pekerjal Migraln Indonesial aldallalh setialp wa lrgal negalral Indonesia l 

ya lng alkaln, sedalng, altalu melalkukaln pekerjalaln dengaln menerima l upa lh 

di lualr Negeri.
15

 Berdalsalrkaln Undalng-undalng Nomor 18 Talhun 2017 

Pelindungaln Pekerjal Migraln Indonesial aldallalh segallal upalya l untuk 

melindungi kepentingaln Callon Pekerjal Migraln Indonesial altalu Pekerja l 

Migraln Indonesial daln kelualrgalnyal dallalm mewujudkaln terjalminnya l 

pemenuhaln halknyal daln keseluruhaln keialtaln sebelum bekerjal, selalma l 

bekerjal, daln setelalh bekerjal dallalm alspek hukum, ekonomi, daln sosiall. 

Dallalm palsall 3 Undalng-undalng Nomor 18 Talhun 2017 yalng 

menyaltalkaln pelindungaln pekerjal  migraln Indonesial bertujualn untuk: 

a. Menjalmin pemenuhaln daln penegalkaln halk alsalsi malnusia l 

sebalgali walrgal negalral daln Pekerjal Migraln Indonesial 

                                                           
14Lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
15Solechan, Tri Rahayu Utami, ”Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia”, Jurnal Administrasi law & Governance, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm 

153. 
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b. Menjalmin pelindunga ln hukum, ekonomi, da ln sosiall Pekerjal 

Migraln Indonesial daln Kelualrgalnya.
16

 

F. Penelitialn Yalng Releven 

Dallalm setialp penelitialn, peneliti halrus mengkalji terdalhulu beberalpa l 

kalryal ilmialh terkalit dengaln judul yalng alkaln dibualt sebalgali pertimbalngaln 

ya lng kemudialn dialmbil kesimpulaln dalri setialp permalsallalhaln kalryal ilmia lh 

tersebut. Berikut beberalpal keryal ilmialh terkalit Jalminaln halk konstitusiona ll 

daln perlindungaln hukum balgi pekerjal migraln Indonesial: 

1. Noval Alndrialni (2019), yalng berjudul “Perlindungaln Hukum Halk-halk 

Pekerjal Migraln Ditinjalu Menurut Undalng-undalng Nomor 18 Talhun 

2017 Tentalng Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial”. Penelitialn ini 

fokus paldal malsallalh terkalit perlindungaln pekerjal migraln Indonesia l 

ya lng dialtur paldal Undalng-undalng Nomor 18 Talhun 2017, jenis 

penelitialn yalng digunalkaln aldallalh penelitialn yuridis normaltif. 

Penelitialn ini membalhals terkalit melindungi kepentingaln Callon Pekerja l 

Migraln Indonesial dallalm mewujudkaln pemenuhaln halknyal dalla lm 

keseluruhaln kegialtaln sebelum bekerjal, selalmal bekerjal daln setela lh 

bekerjal dallalm alspek hukum, ekonomi daln sosiall. Sehinggal persalmala ln 

dalri penelitialn ini dengaln penelitialn ya lng alkaln penulis balhals yalitu 

salmal-salmal membalhals pemenuhaln halk pekerjal migraln, lallu perbedala ln 

penelitialn ini membalhals perlindungaln hukum terhaldalp callon pekerjal 

migraln Indonesial sebelum bekerjal,selalmal bekerjal daln setelalh bekerjal, 

                                                           
16

 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia. 
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sedalngkaln yalng alkaln penulis balhals mengenali jalminaln halk 

konstitusionall walrgal negalral terhaldalp perlindungaln hukum pekerja l 

migraln Indonesial ya lng beralsall dalri Kalbupalten Brebes da ln 

menggunalkaln metode penelitialn yuridis empiris.
17

 

2. Ricky Johalnes Sepalng (2021), yalng berjudul "Perlindungaln Hukum 

Terhaldalp Pekerjal Migraln Dallalm Tindalk Pidalnal Kekeralsaln Di Tinjalu 

Dalri Undalng-undalng Nomor 18 Talhun 2017”. Penelitialn ini fokus 

membalhals upalya l ya lng diberikaln Pemerintalh Indonesial terhaldalp 

pekerjal migraln ya lng menjaldi korbaln tindalk pidalnal kekeralsaln yalng 

terjaldi di lualr negeri, jenis penelitialn ya lng digunalkaln aldallalh penelitialn 

yuridis normaltif. Sehinggal persalmalaln penelitialn ini dengaln penelitia ln 

ya lng yalng alkaln penulis balhals ya litu salmal-salmal membalha ls 

perlindungaln hukum pekerjal migraln ya lng ditinjalu dalri Undalng-

undalng Nonor 18 Talhun 2017. Lalu perbedalaln penelitialn ini 

membalhals perlindungaln hukum pekerjal migraln dallalm tindalk pidalna l 

kekeralsaln, sedalngkaln ya lng alkaln penulis balhals mengenali jalminaln ha lk 

konstitusionall walrgal negalral terhaldalp perlindungaln hukum pekerja l 

migraln indonesial alsall Kalbupalten Brebes daln metde penelitialn yalng 

digunkaln penulis aldallalh metode yuridis empiris. 

3. Windi A lristal (2019), yalng berjudul “Halk-halk Konstitusionall Buruh 

Migraln Indonesial Di Mallalysial”. Penelitialn ini fokus terhaldalp halk-halk 

                                                           
17

Nova Andriyani,”Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia”, Aceh: Skripsi Program Studi Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry (2019). 
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buruh migraln yalng beraldal di Mallalysial ya lng dimalnal reallitalnyal buruh 

migraln Indonesial seringkalli mendalpaltkaln eksploitalsi mulali salalt 

pendalftalraln, perekrutaln,penempaltaln hinggal salalt kemballi ke Indonesial, 

jenis penelitialn yalng digunalkaln aldallalh penelitialn hukum normaltif.
18

 

Sehinggal persalmalaln penelitialn ini dengaln penelitialn yalng yalng alkaln 

penulis balhals yalitu salmal-salmal membalhals halk-halk yalng berkalita ln 

dengaln perlindungaln pekerjal migraln Indonesial. Lallu perbedalaln 

penelitialn ini membalhals terkalit eksploitasi terhaldalp pekerjal migraln 

ya lng ingin bekerjal di Mallalysial, sedalngkaln yalng alkaln penulis balhals 

mengenali jalminaln halk konstitusionall walrgal negalral terhalda lp 

perlindungaln pekerjal migraln indonesial alsall Kalbupalten Brebes. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitialn 

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng yalng sudalh dipalpalrkaln dialtals, jenis 

penelitialn ini yalitu yuridis empiris dikalrenalkaln penelitialn ini melihalt 

balgalimalnal implementalsi halk konstitusionall palral pekerjal migraln yalng 

beralsall dalri Kalbupalten Brebes. Oleh kalrenal itu, daltal utalmal dalla lm 

penelitialn ini aldallalh informalsi dalri palral pekerjal migraln, Dinals 

Perindustrialn daln Ketenalgalkerjalaln daln Dinals ya lng terkalit di 

Kalbupalten Brebes.  

2. Pendekaltaln Penelitialn  

Dallalm penelitialn ini menggunalkaln dual pendekaltaln yalitu: 

                                                           
18Windi Arista, “Hak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia Di Malaysia”, Jurnal 

Lex Librum, Vol. VI, No.1, (2019), hlm. 111-114 
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a. Pendekaltaln Per-undalng-undalngaln merupalkaln pendekaltaln ya lng 

digunalkaln untuk melihalt alturaln undalng-undalng yalng terkalit 

dengaln jalminaln halk konstitusionall atas perlindungaln hukum balgi 

pekerjal migraln di Kalbupalten Brebes.
19

  

b. Pendekaltaln Kuallitaltif merupalkaln pendekaltaln yalng digunalkaln 

dallalm penelitialn untuk mengetui sualtu fenomenal yalng lebih 

komprehensif yalng terjaldi di lalpalngaln terkalit dengaln jalminaln halk 

konstititusionall atas perlindungaln hukum balgi pekerjal migraln di 

Kalbupalten Brebes. 

3. Sumber Daltal 

Dalri jenis penelitialn yalng dipalpalrkaln dialtals yalkni penelitialn 

hukum empiris malkal penelitialn ini menggunalkaln daltal primer daln dalta l 

sekunder. 

a. Daltal primer aldallalh daltal ya lng diperoleh dalri halsil penelitialn 

ya lng dilalkukaln lalngsung di dallalm malsya lralkalt.
20

 Dallalm 

penelitialn ini, peneliti memperoleh daltal lalngsung dalri 

sumbernya l balik melallui walwalncalral dengaln pegalwali Dinals 

Perindustrialn daln Ketenalgalkerjalaln Kalbupalten Brebes, palra l 

pekerjal migraln di Kalbupalten Brebes.  

                                                           
19Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), hlm. 144. 
20Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif &   

Empiris”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156. 
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b. Daltal sekunder merupalkaln balhaln hukum ya lng dalpalt 

memberikaln penjelalsaln tehaldalp data primer.
21

 Adapun bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. 

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:  

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesial Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,  

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

Balhaln hukum sekunder yang diguankan yaitu ralncalngaln 

perundalng-undalngaln, halsil penelitialn, buku-buku teori hukum, 

jurnall hukum, skripsi hukum daln internet. 

4. Teknik Pengumpulaln Daltal 

a. Walwalncalral aldallalh metode pengumpulan informasi yang 

digunakan dalam penelitian melalui penggunaan tanya jawab. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap 

Pekerjal migraln dalri Kalbupalten Brebes, Dinals Perindustrialn daln 

Ketenalgalkerjalaln daln Dinals yalng terkalit di Kalbupalten Brebes. 

b. Dokumentalsi merupalkaln metode untuk memperoleh daltal lalngsung 

ya lng berhubungaln dengaln penelitialn balik yalng berbentuk tulisaln 

                                                           
21

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Matara University Press, 2020), hlm. 62. 
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altalu galmbalr.
22

  Dallalm penelitialn ini, dokumen yalng digunalkaln 

ya litu buku-buku yalng terkalit dengaln penelitialn, peralturaln undalng-

undalng daln caltaltaln tertulis yalng berhubungaln dengaln penelitialn.  

5. Teknis A lnallisis Daltal  

Teknik alnallisis yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini ya litu 

menggunalkaln model alnallisis Miles daln Hubermaln. A ldalpun proses 

dallalm teknis ini, yalitu: 

a. Reduksi daltal merupalkaln penggalbungaln daltal ya lng diperoleh di 

lalpalngaln menjaldi uralialn yalng lengkalp. A ldalpun daltal dalla lm 

penelitialn aldallalh daltal-daltal yalng diperoleh dalri lalpalngaln 

berkalitaln mengapa jalminalnal halk kosntitusionall atas 

perlindungaln hukum terhaldalp palral pekerjal migraln di 

Kalbupalten Brebes belum secara maksimal. Daltal yalng direduksi 

memberikaln penjelalsaln terhaldalp penelitialn terkalit halsil 

walwalncalral.  

b. Penyaljialn daltal merupalkaln penyaljialn sekumpulaln informalsi 

ya lng tersusun daln mengalnallisis yalng sedalng terjaldi. A ldalpun 

dallalm penelitialn ini aldallalh daltal yalng tersusun dalri reduksi 

dallalm bentuk maltriks, galmbalr altalu gralfik sehinggal informalsi 

terkalit jalminaln halk konstitusionall atas perlindungaln balgi 

pekerjal migraln di Kalbupalten Brebes tersusun ralpi. 

                                                           
22Suteki, Galang Taufani, “Metodeogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”, 

(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 216-217. 
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c. Menalrik kesimpulaln daln verifikalsi merupalkaln daltal yalng sudalh 

disusun daln dikelompokaln kemudialn disaljikaln dengaln sualtu 

teknik altalu polal ditalrik kesimpulaln. Daltal tersebut kemudialn 

disusun memalkali medial tertentu. Nalmun, kesimpulaln ini 

bersifalt sementalral daln malkal perlu mencalri daltal balru lalinnya l 

untuk menalrik kesimpulaln yalng lebih dallalm.
23

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistemaltikal penulisaln skripsi ini terdiri dalri limal balb yalng malsing-

malsing menunjukaln titik beralt yalng berbedal nalmun dallalm saltu kesaltualn 

ya lng salling berkesinalmbungaln. A ldalpun pembalgialnnya l sebalgali berikut: 

BA lB I, merupalkaln pendalhulualn, ya lng berisi mengenali galmbalraln 

umum ya lng mengaltur susunaln daln isi skripsi mulali dalri laltalr belalkalng, 

rumusaln malsallalh, tujualn daln kegunalaln penelitialn, tinjalualn pustalka l 

(keralngkal teori daln penelitialn ya lng releven), metode penelitialn, da ln 

sistemaltikal penulisaln. 

BA lB II, menguralikaln tentalng lalndalsaln teori, aldalpun teori ya lng 

dimalksud yalitu konsep perlindungan hukum atas hak konstitusional balgi 

pekerjal migraln di Indonesial. 

BA lB III, menguralikaln tentalng implementasi perlindungan hukum 

atas hak konstitusional pekerjal migraln di Kalbupalten Brebes. Dallalm ba lb 

ini alkaln di uralikaln mulali dalri profil Kalbupalten Brebes, perlindungan 

hukum atas hak konstitusional balgi pekerjal migraln di Kalbupalten Brebes. 

                                                           
23Mely Novasari Harahap, “Anaisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles 

dan Huberman”, Jurnal Manhaj, Vol. 18, No. 9, (2021), hlm 2646-2649. 
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BA lB IV, berisi alnallisis halsil penelitialn. Balb ini berisi alnallisis 

bentuk perlindungaln hukum yalng diberikaln terhaldalp pekerjal migra ln 

Indonesia di Kabupaten Brebes l. Selalnjutnya l alnallisis kedual difokuskaln 

untuk mengetalhui upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam 

memberikan perlindungan hukum atas hak kostitusional terhadap para 

pekerja migran. 

BA lB V, balb ini merupalkaln pembalhalsaln teralkhir yalng berisi 

penutup yalng meliputi: kesimpulaln, salraln, daln penutup yalng dihalsilkaln 

oleh peneliti. 



 

88 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan oleh peneliti, maka kemudian peneliti memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang peneliti peroleh 

bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menjadikan pekerja migran 

belum secara maksial mendapatkan perlindungan huum atas hak 

konstitusional di Kabupaten Brebes yaitu: belum adanya Peraturan 

Daerah yang terbaru di Kabupaten Brebes, kurangnya anggaran dalam 

memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap pekerja 

migran Indonesia di Kabupaten Brebes, belum mempunyai databased 

yang lengkap baik yang bekerja di luar Negeri, belum terbentuknya 

satuan tugas untuk melindungi para pekerja migran di Kabupaten 

Brebes. 

2. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Brebes untuk memberikan perlindungan hukum atas hak 

kosntitusional terhadap para pekerja migran seperti: Pemerintah 

Kabupaten Brebes berusaha secepatnya dalam membuat atau 

mengesahkan Peraturan Daerah yang terbaru. Mengajukan anggaran 

untuk mendukung perlindungan hukum. Secepatnya membuat tim 

satuan tugas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para 
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pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes, berusaha 

memperbaiki layanan untuk meningkatkan perlindungan hukum di 

Kabupaten bagi para pekerja migran.  

B. Saran 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka 

peneliti mencoba memberikan beerapa rekomendasi berupa: 

1. Pemerintah Kabupaten Brebes harus secepatnya membuat Peraturan 

Daerah yang terbaru dan regulasi lainnya sepperti membuat tim satgas 

pemerintah Kabupaten Brebes untuk dapat lebih maksimal dalam 

menanggapi permasalahan dalam perusahaan maupun perindustrian 

agar lebih bisa melindungi tenaga kerja di luar Negeri maupun buruh 

yang berada di wilayah kabupaten Brebes. 

2. Bagi pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes 

yang berhak mendapatkan hak dan kewajibanya sebagai warga negara. 

Jika mengalami kasus permasalahan langsung melaporkan kepada 

Dinas Perindustrian dan Ketenagaerjaan agar laporan langsung di 

tindak lanjuti oleh instansi terhadap Pemerintah Negara Republik 

Indonesia.  
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